
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2006  
 TENTANG 
 PEMERINTAHAN ACEH 
 
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang: 
a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang 
diatur dengan Undang-Undang; 

b. bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik 
Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang 
bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu 
karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang 
memiliki ketahanan dan daya juang tinggi; 

c. bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari 
pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang 
melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi 
daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan 
kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan 
kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan 
perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh 
perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip 
kepemerintahan yang baik; 

e. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di 
Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa 
Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh 
serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, 
berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh; 

 
Mengingat: 
1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, 

Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1103); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 



4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 525, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4054); 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 
Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4277); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
 Dengan Persetujuan Bersama, 
 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 dan 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN ACEH. 
 
 BABI 
 KETENTUAN UMUM 
 
 Pasal 1 
 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 



dalam Undang-Undang Dasar Negara Republ1k Indonesia Tahun 
1945. 

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan 
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin 
oleh seorang Gubernur. 

3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai 
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang 
Bupati/Walikota. 

4. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 

5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan fungsi dan kewenangan masing -masing. 

6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang 
terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. 

7. Gubernur adalah Kepala suatu proses demokratis yang dilakukan 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil. 

8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 
Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota. 

9. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis 
yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil. 

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut 
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya 
dipilih melalui pemilihan umum. 

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang 
selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota 
(DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan 
umum. 

12. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah 
KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh 



Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum 
Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan 
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan 
Walikota/Wakil Walikota. 

13. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh 
sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela 
atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan 
negara melalui pemilihan umum. 

14. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk 
oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di 
Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan 
cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, 
masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota 
DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan 
Walikota/Wakil Walikota. 

15. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota 
adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam 
lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem 
peradilan nasional. 

16. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU 
adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan 
cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh 
dan DPRA. 

17. Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat 
sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat 
dan budaya. 

18. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat 
daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan 
kecamatan. 

19. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan 
yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai 
batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau 
nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. 

20. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama 
lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga 
sendiri. 

21. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis 
peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan 
pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. 

22. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan 
sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur 
penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat 
Kabupaten/Kota di Aceh. 

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya 
disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh 
yang ditetapkan dengan Qanun Aceh. 

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang 
selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan 



qanun Kabupaten/Kota. 
 
 BAB II 
 PEMBAGIAN DAERAH ACEH DAN KAWASAN KHUSUS 
 
 Pasal 2 
 
(1) Daerah Aceh dibagi atas Kabupaten/Kota. 
(2) Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan. 
(3) Kecamatan dibagi atas mukim. 
(4) Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong. 
 
 Pasal 3 
 
Daerah Aceh mempunyai batas-batas: 
a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka; 
b. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara; 
c. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan 
d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. 
 
 Pasal 4 
 
(1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di Aceh dan/atau 

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan 
tertentu yang bersifat khusus. 

(2) Dalam pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pemerintah wajib mengikutsertakan Pemerintah Aceh 
dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. 

(3) Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dapat 
mengusulkan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
setelah mendapat persetujuan DPRA/DPRK. 

(4) Kawasan khusus untuk perdagangan betas dan/atau pelabuhan 
beas diatur dengan undang-undang. 

(5) Kawasan khusus se1ain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah 
Aceh/kabupaten/ kota dan badan pengelola kawasan khusus 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 Pasal 5 
 
Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 
 BAB III 
 KAWASAN PERKOTAAN 
 
 Pasal 6 
 
(1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk: 
 a. kota sebagai daerah otonom; 
 b. bagian kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; dan 


